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bahwa dalam rangka untuk Jlebih meningkatkan
pelavanan kenada masyarakat dan untuk
memperiancar tugas-tugas pemerintahan di bidang
bangunan dipandang perlu untuk meninjau kembali
dan menyempurnakan Organisasi dan Tatakerija
Dinas Pengawasan Banguhan Daerah Kotamadvya
Daerah Tingkat 1II Surabavya sesuai dengan
kemajuan pembangunan phisik kota :

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk
menuniang pelaksanaan titik berat otonomi
daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
dipandang perly menetapkan Qrganisasi dan
Tatakerja Dinas Bangunan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabayva dengan menuangkan
datam suatu Peraturan Daerah.

Undang~undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 1lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah
denhgan Undang-undana Nomor 2 Tahun 1965 :

Undang—undang Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pokok-
DOKOK Pemerintahan di Daerah :

Undang~undang Nomor 4 Tahun 1892 tentang
Perumahan Dan Permukiman :

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1982 tentang
Penataan Ruang ;|

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
di bidang Pekeriaan Umum Kepada Daerah ;

Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1982
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan
Titik Berat Pada Daerah Tingkat II :

Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor
57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penverahan
Sebagian Urusan Pekeriaan Umum Kepada

Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat I1 :



B. Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor
58/PRT/1991 tentang Penvelenggaraan Pembinaan
Teknis dan Pengawasan Tehnis Bidang Pekeriaan
Umum kepada Dinas Pekeriaan Umum ;

9. Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daersah

10. Keoputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerija
Dinas Lingkup Pekeriaan Umum Daersah :

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun
1996 tentang Percontohan Otonomt Daerah pada
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IT
Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Hakvyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya,

Dengan Persetuijuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II1 Surabava.
MEMUTUS KAN
Menetapkan : PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Ii
SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS

BANGUNAN DAERAY KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
SURABAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam Peraturan Daerah ini vyang dimaksud
dengan

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat 1! Surabavya ;

b. wWalikotamadysa Kepata paerah adaiah
walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

d. Dinas Bangunan Daerah adalah Dinas Bangunan
pDaerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya ;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bangunan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya



BAB Il
KEDUDUKAN. TUGAS
DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Bangunan Daerah adalah Unsur Pelaksana
Pemerintah Daerah dibidang Tata Bangunan :

{2} Dinas Bangunan Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, yang dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung iawab Kkepada
watlikotamadya Kepala Daerah ;

{3) Dinas Bangunan Daerah dalam melaksanakan tugas
berada dibawah koordinasi admintstratif
Sekretaris Kotamadva Daerah.

Pasal 3

Dinas Bangunan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan urusan rumah +tangga Daerah dalam
bidang tata banqunan yang menijadi tanggundg
iawabnva meliputi perencanaan, penyusunan program,
penelitian teknik, perizinan, pengawasan,
pengendalian dan tugas pembantuan yvang diberikan
oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi
Daeranh Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

Untuk  menyeienggarakan 1iugas  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3, Dinas Bangunan Daerah
mempunyai fungsi

a. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pembangunan
dan pengeloliaan bangunan, pembinaan umum,
pemberian bimbingan serta perizinan sgsuat
kebijaksanaan yang ditetapkan aleh
walikotamadya Kepala Daerah

b. pengendalian dan pengawasan teknis dibidang
bangqunan sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh wWalikotamadva Kepala Daerah

¢. pengelolaan Tata Usaha Dinas ;

d. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknik Dinas.

BAB 111
SUSUNAN ORGANISASI
Pasatl 5

(1) Susunan Organisasi Dinas 8angunan Daerah
terdiri dari



_.4.....
a. Kepaia Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha
- Urusan Umum ;
- Urugan Kepegawaian ;
Urdusan Keuangan ;
Urusan Perlengkapan.

¢ Seksi Perencanaan Teknik dan Penhataan
Bangunan
- Sub Seksi Perencanaan Tekhik :
- Sub Seksi Bantuan Tekntk ;
~ Sub Seksi Tata Teknik :
~ 8Sub Seksi Penataan Bangunan,

t. Seksi Pelaksanaan dan Pemanfsafan Bangunan :
- Sub Seksi Pelaksanaan ;
~ Sub Seksi Bantuan Teknik dan Pengujian
- Sub Seksi Pemanfaatan dan Rfemeliharaan
- Sub Seksi Pengelolaan.

&¢. Seksi Perizinan Bangunan :
- Sub Seksi Penelitian Administrasi
~ Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Situas? ;
~ Sub Seksi Penelitian Teknik ;
- Sub Seksi Penetapan Perizinan,

f. Seksi Pendataan dan Penvuluhan
- Sub Seksi Penomoran dan Registrasi
- Sub Sekst Pemetaan dan Pengumpulan Data .
- Sub Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi
- Sub Seksi Penvuluhan.

g. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan
Penertiban
- Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalianh ;
- 8Sub Seksi Penertiban dan Pengusutan .
-~ Sub Seksi Penvegelan dan Pembongkaran;
~ Sub Seksi Laik Huni dan Pemilikan
Bangunan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Cabang Dinas
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
{2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bangunan Daerah

adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran
Peraturan Daerah ini.

BAB Iv
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal G

{1) Kepala Dipas mempunyai tugas dan tanggung
jawab
a. memimpin pelaksanaan ketentuyah sebagaimana
dimaksyd dalam pasal 3 dan pasal 4 ;



(2)

b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-
kegiatan aparat Pelaksana dan Staf. Dinas
Bangunan Daerah ;

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada
Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha mempunyan tugas
menyelenagarakan urusan  umum, kepegawgian,
keuangan dan perlengkapan :
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian vang dalam melaksanakan
tugas berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Sub Bagian Tata
Usaha mempunvai fungsi

a,

(1)

(23

(3)

(4)

penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan
organisasi dan tatalaksana ;

pengeloiaan administrasi kepegawaian, surat-
menyurat, keuangan, peraiatan dan
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan
kepustakaan

penyiapan data dan informasi dalam rangka
evaluasi dan hubungan masvarakat.

Pasal g9

Urusan Umum mempunyat tugas me laksanakan
urusan surat-menvurat, kearsipan, ekspedist,
penggandaan, rumah tangga, administrasi
perialanan dinas ;

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pengeloiaan administrasi
kepegawaian, dokumentasi dan kepustakaan

menyusun pedoman dan petuniuk organisasi dan
tatalaksana, menvaijikan data dan informasi,
melakukan hubungan masyarakat serta
pengumpulan peraturan perundang-undangan ;

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pengeiolaan administrast kKeuangan vang
meliputi penyusunan anggaran, pembukuan,
pertanggungiawaban serta laporan keéeuangan ;

Urusan Perlengkapan mempunyati tugas
melaksanakan pengelotaan perafataq dan
parliengkapan kantor serta inventarisasi ;



{5} Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan vyang dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
S8ub Bagian Tatita Usaha,

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan Teknrik
Dan Penataan Bangunan

PasaT 1Q

{1) Seksi Perencanaan Teknik dan Penataan Bangunan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Oinas Bangunan Daerah di bidang perencanaan
teknik dan penataan bangunan ;

(2} Seksi Perencanaan Teknik Dan Penataan Bangunan
dipimpin oleh seorang Kepaias Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimanan
dimaksud dalam Pasal 10 ayat {1}, . Seksi

Perencanaan Teknik dan Penataan Bangunan mempunyai
fungsi

a. pelaksanaan perencanaan, bantuan dan bimbingan
teknik perencanaan, pemeriksaan dan pengesahan
serta perencanaan bangunan gedung ;

b. penyelenggaraan bantuan teknik pelaksanaan
bangunan gedung Instansi Pemerintah/Pemerintah
Daerah ;

¢. peiaksanaan administrasi teknis perencanaan
bangunan gedung dan proses pengadaan jasa
konsultan ;

d. pengendalian tertib pembangunan dan keselamatan
bangunan gedung Negara dan gedung umum Yainnya.

Pasal 12

(1) Sub Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan, bantuan dan
bimbingan teknis perencanaan, pemeriksaan dan
pengesahan perencanaan bangunan dan instalasi
gedung Negara/gedung milik Pemerintah Daerah
dan bangunan umum lainnya

(2) Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas
melaksanakan bantuan teknik pelaksanaan
bangunan gedung masvyarakat dan Instansi
Pemerintah/Pemerintah Daerah ;

{(3) Sub  Seksi Tata Teknik  mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian, persiapan adminis-
trasi teknik perencanaan bangunan gedung dan
proses pengadaan jasa konsuiltan



{4) Sub Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas
melaksanakan pengendalian tertib pembangunan
dan keseiamatan bangunan gedung Negara dan
gadung umum lainnva

{5) Setiap Sub Seksi dipimbin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam metaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Seksi _Perencanaan Teknaik Dan Penataan
Bangunan.

g8agian Keempat
Seksi Pelaksanaan Dan
Pemanfaatan Bangunan

Pasal 13

(1) Seksi Pelaksanaan Dan Pemanfaatan B8angunan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Bangunan Daerah di bidang pelaksanaan
dan pemanfaatan bangunan !

(2} Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bangunan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertangaung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasatl 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 13 ayat (1), Seksi
Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Bangunan mempunyail
fungsi :

a. pelaksanaan pehgawasan, pengendalian kegiatan
pembangunan bangunan geduny Negara dan gedunag
umum Jainnya

b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, bantuan dan
bimbingan teknik pengawasan, penguiian kelaikan
bangunan

¢. pelaksanaan pengaturan pemanfaatan, pengurusan
.dan pemeliharasn bangunan gedung Negara dan
Rumah Dinas :

d. pengelolaan bangunan gedund negara dan bangungn
umum lainnyva, meliputi inventarisasi,
penaksiran penetapan nilai, dalam rangka
perubahan hak dan statusnya serta penghapusan
bangunan gedung dan bangunan umum lainnya.

Pasal i5

{1} Sub Seksi Pelaksanaan memounyart tugas
metaksanakan - pengawasan, pengendalian dan
pelaksanaan kegiatan pembangunan bangunan
gedung Negara dan gedung umum lainnya ;



{2} Sub Seksi Bantuan Teknik Dan Penguiian
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pengawasan, bantuan dan bimbingan teknis
pengawasan, pengujian keiaikan bangunan serta
administrasi dzn pe aporan pembangunan gedung
Negara -

(3} Sub Seksi Pemanfaatan Dan Pemeliharaan
mempunyasi fugas melaksanakan pengaturan
pemantfaatan, pengurysan dan pemeliharaan
bangunan gedung MNegara zerta Rumah Dinas yang
menjadi tugas dan kewenangan Pemerintah Dasrah

{4) Sub Seksid Pengeiotaan mempunyai tugsas
melaksanakarn opendaftararn dan inventarisasi
hangunan gedung nagara serta pendataan
bangunan umum ijainnva, penaksiran dan

penetapan nilai daiam ranska perubahan hak dan
statusnya serta penghapusan bangunan gedung
Negara atau bangunan umum lainnya yang Karena
kondisi dan statusnvya memerlukan perubahan :

(5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepaia
Sub Seksi vang dalam meliaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala
Seksi Pelaksanaan Dan PemanfTaatan Bangunarn.

Bagian Kelima
Seksi Perizinan Banqunan

Pasal 16

{1) Seksi Perizinan PRangunan mempunvai tugas
melaksanakan wsshagian tugas Dinas  Bangunan
Daerah di bidang perizinan bangunan ;

(2) Seksi Perizinan Bangunan dipimpin oleh seorang
Kepata Seksi  vang dalam melaksanakan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Seksi Perizinan
Bangunan mempunvyai fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian svarat
administrasi dan kelangkapan teknik permohonan
perizinan bangunan

b. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan situasi
permohonan Izin Mendirikan Bangunan ;

¢. pelaksanaan pembuatan tanda izin bangunan dan
penetapan izin mendirikan bangunan serta
pengelcolaan dokumentasi perizinan.

-



(1)

(2}

(3)

(4)

(5)

Fasal 18

Sub Seksi Penelitian Administrasi mempunvyai
tugas melaksanakan pemeriksaan dan penelitian
terhadap syarat administrasi permohonan
perizinan bangunan ;

Sub Seksi Pengukuran Dan Pemetaan Situasi
mempunyail tugas melaksanakan pengukuran dan
pemetaan situasi atas permochonan i1zin
Mendirikan Bangunan sesuai dengan tata ruang
vang berlaku

Sub Seksi Pegnelitian Teknik mempunyai tugas
metaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan
dan Kkebenaran teknik permohonan perizinan
bangunan vang meliputi rencana perletakan
{site rplan), rencana kaveling, persyaratan
konstruksti, arsitektur: dan mechanicatl
electrical serta perhitungan struktur,
persyaratan building coverage ratio {(Koefisien
Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan),
keselamatan bangunan dan aaris sempadan
bangunan

Sub Seksi Penetapan Perizinan mempunyai tugas
membuat tanda i1zZin bangunan dan penetapan
Izin Mendirikan Bangunan serta pengelolaan
dokumentasi perizinan ;

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepals
Sub Seksti vang dalam melaksanakan tugas bherada
dibawah dan bertanggung iawab kepada Kepala
Seksi Perizinan Bangunan.

Bagian Keenam

Seksi Pendataan Dan Penvuluhan

(1}

(2)

Pasal 19

Seksi Pendataan Dan Penvuluhan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian ftugas Dinas Bangunan
aerah di bidang pendataan dan penyuluhan
pembangunan ;

Seksi Pendataan Dan Penvuluhan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi vang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasai 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 avat (1), Seksi Pendalaan
dan Penvuluhan mempunyai fTungsi

a.

peiaksanaan pemberian nomor, registrasi dan
dokumentasi arsip tentang bangunan

pelaksanaan pengolahan data dan pembuatan peta
perkembangan bangunan
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¢. pelaksanaan penyusunan program dinas, evaluasi
dan pelaporan ;

d. pelaksanaan pempinaan dan penvyuluhan perizinan
bangunan oan tertib bangunan.

Pasal 21

(1) Sub Seksi Penomoran Dan Regisirasi mempunyai
tugas melaksanakan pemberian penomoran
banaunan, registrasi bangunan dan dokumentasi
arsip tentang bangunan ;

{2} Sub Seksi Pemetaan dan Pengumpulan Data
mempunyai tudgas melaksanakan pembuatan peta
perkembangan hangunan sertsa mengumpulkan
mengolah dan menganalisis data dan peta ;

(3) Sub Seksi Penyusunan Program dan Evaluasi
mempunyai tugas mengumpulkan, mengoiah,
menganalisis data dan informasi dalam rangka
penyusunan program dinas, evaluasi dan
pelaporan :

{4) Sub Seksi Penvyluhan mempunyai = tugas
melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang
manfaat dan pentingnva perizinan bangunan
serta tertib bangunan ;

(5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepaia
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
dibawah <dan bertancgung iawab kepada Kepala
Seksi FPoendaiaan dan Penvuluhan.

Bagian Ketuiuh
Seksi Pengawasan, Pengendalian
dan Penertiban

Pasal z2

(1) Seksi Pengawasan, Pengendaiian dan Penertiban
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Bangunan Daerah di  bidang pengawasan,
pengendalian dan penertiban .

{2) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 avat (1), Seksi
Pengawasan, Pengedalian dan Penertiban mempunyai
fungsi :



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

me

.—1‘!—-

pengawasan dan pemeriksaan bangunan sesuat
kKetentuan Izin Mendirikan Bangunan serta
pengendalian pemasangan elemen-glemen kKota |

petaksanaan pengamatan darn-pengusutan bangunan;

petaksanaan penyvegelan bangunan yang tidak
mempunyai Izin Mendirikan Bangunan ;

peiaksanaan panertiban dan pembongkaran
bangunan tanpa izin dan bangunan 1iar sesuai
ketentuan vang beriaku.

Pasal 24

Sub Seksi: Pengawasan dan - Pengendalian
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk
mencegah berdirinya bangunan—bangunan sebelum
mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan
(SIMB) dan melaksanakan pemeriksaan banguynan
agar memenuhi syarat teknis sesuai dengan
perizinan vyang diberikan serta pengendalian
pemasangan elemen-elemen kota ;

Sub Seksi Penertiban dan Pengusutan mempunyat
tugas melaksanakan pengamatan dan  pengusttan
terhadap bangunan yvang tidak mempunyai Izin
Mendirikan gangunan dan bangunan—bangunan
Tiar;

Sub Seksi Penvegelan dan pembongkaran
mempunyas Tugas meiaksanakan penyegelan
dan pembokaran terhadan bangunan vang

tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan,
melanggar ketentuan perizinan bangunan dan
bangunan Tiar sesual dengan - peraturan
perundang-undandah yanhg berlaku

Sub Seksi Laik Huni dan  Pemilikan Bangunan
mempunyai tugas melaksanakan pengeloiaan izin
taik huni dan penerbitan tanda bukts
pemiiikan bangunan.

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yvang dalam melaksanakan tugas berada
dibawah dan bertanggung ijawab kepada Kepala
Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban.

Bagian Kedelapanh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasai 25

Keiompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
aksanakan sebagian tugas Dinas Bangunan Daerah

sesuai dengan keahlian dan kebutubhan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1}

(2)

{(3)
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Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari
sejumlah tenaga  datam ieniang Jabatan

Fungsional vyang dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior selaku ketua kelompok yang
berada dibawah.dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Dinas Banaunan Daerah

¥

kKelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas

kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan
kKebutuhan :
Jumlah Jabatan Fungsionai ditentukan

berdasarkan sifat, jeris dan beban kerja ;

Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional
dilaksanakan saesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlakuy.

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang
menvelenggarakan sebagian urusan Dinas
Bangunan Daerah dalam suatu wilayah tertentu :

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur
pelaksana dilapangar vang menyeiengaarakan
fungsi atau teknis tertentu

Pembentukan Cabang Dinas dan . Unit Pelaksana
Teknis Dinas dapat dilaksanakan iika memenuhi
kriteria vyang teiah ditetapkan serta mendapat
persetujuan tertulis dari Menterd Dalam Negeri
dan Menteri Negara Pencdavagunaan Aparatur
Negara.

BAB 1Y
TATA KERJA
Pasal 28

Kepala 0Oinas melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah

Kepala Binas herkewaiiban mataksanakKan
prinsip-grinsip kKoordinasi, integrasi,
sinkronisasi dann simplifikasi baik dalam
lingkungan Ditnas Bangunan Daerah maupuh dengan
instansi-instansi lain diluar dinas ;

Kepata Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,

Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi
berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
koordinasi integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi sesuail dengan bidang tugas

masing-masing.
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{(4) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Seksi, #epala Urusan dan Kepala Sub
Seksi, masing-masing bertanggung 1awab
memberiian  oimhingan satas pembinaan Kkepada
bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan
tugas menurut  Jenjang jabatannva masing-
masing.

(5) Selain tugas yang sudah secara jelas menjadi
tanggung jawabnva Kepala Dinas, Kasubag Tata
Usaha, Para Kasi dan Para Kasubsi dapat
melaksanakan tugas Tain vang diberikan oleh
atasanh, -

BAB Vi
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepaia Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikotamadva Kepala Daerah seteiah mendapat
persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;|

(2) Kepala Seksi, Kepaia Sub Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat
dan diberhentikan coleh Walikotamadya Kepala
Daerah atas usul Kepala Oinas ;

{3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan
diberhentika=- Z25UR1 dengan peraturan
perundanyg-undanygan yang beriaky,

Pasal 30
{1} Jabatan Kepala {irnas tidak boleh dirangkap ;

(2} Apabila Kepala Dinas barhalangan menialankan
tugas, dapat menurijuk Kepala Sub Bagian Tata
Usaha atzu =alsh seorang Kepalz Seksi  untuk
mewakilinva.

BAR VII
KEUANGAN
Pasal 31

Keuangan untuk nembiavaan kegiatan Dinas
Bangunan Daerah disediakan dari Anggaran
Pendapatan Dan belanija Daerah serta subsidi atau
bantuan dari Pemerintah Tingkat Atasan dan Lembaga
tain diluar Pemerintah Daerah vang diperoleh
secara sah.



BAB VIII
KETEMTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan berlakunya #eraturan Daerah ini
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 vang disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepaia Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur tanggal 7 Mei 1988 Nomor 190/P Tahun 1988
dan diundangkan dalam tembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 111 Surabaya Seri € Tahun 1988
tanggal 25 Mei 1988 Nomor. 1G/C dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal~hal vyang bLelum diatur dalam Peraturan
Daerah 1ini, sepanjang menyvangkut pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut oieh Walikotamadya Kepala

Daerah.
BAB IX
PENUTUP
Pasali 34

Peraturan Daerah 1ini mulai bertaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundahgan Peraturan Oaerah 1ini
dengan penempatannva daiam tLembaran Daerah
Kotamadya Dasrah Tingkat II Surabava.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
fada tanggai 25 FEBRUARI 1397

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT 11 3URABAYA
Ketua,
ttd. ttd.
H., HARJOSO SOEPEND H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

KOLONEL CHB.NRP.22021
Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 30 Desember 1997 Nomor 621/P Tahun 1997,

An. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketataprajaan
ttd.
prs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Muda
NIP. 510G (35 499
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Diundangkan dalamn Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
ii surabaya Seri C Tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 Nomor 1/C.

An. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat I1 Surabava

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya

ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIN DAMURIT
Pembing
MIF., Q10 056 838

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
o Tingkat II Surabaya

g

Kak Bags 7 "Hukum

:Hfﬁ/@.f'
'.::__...-—“'"""dw{

Lo ' Ty
O KODRAT SAMADIKUN, SH.
o : Penata Tk. I
NIP. 510 036 885
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PENJELASAN
ATAS :
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1997
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS BANGUNAN DAERAH -
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan
Tatakerja Dinas Bangunan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat I1
Surabavya

Pengaturan dan penataan Organisasi Dinas Bangunan
Daerah disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor B0 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeria
Dinas  Lingkup Pekerjaan Umum Caerah, dengan penvempurnaan—
penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan .

Dengan semakin meningkatnya opembangunan phisik di
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diperlukan perhatian
yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang
bangunan. Penvempurnaan Organisasi Dinas Pengawasan Bangunan
Daerah menjadi Dinas Bangunan Daerah sebagaimana diatur datam
Peraturan Daeranh 1ini dengan maksud agar pelayanan Kepada
masyarakat dapat ditingkatkan secara berdaya guna dan
berhasil guna sekaligus sebagai langkah penataan dalam
melaksanakan urusan rumah tangga Daerah 1lingkup pekerjaan
Umum Cipta Karya yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat
Il sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 1987.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 23 huruf a : = Yang dimaksud dengan elemen-
elemen kota adalah

patung/monumen, iam kota dan
setenisnya

- Daiam pemasangan elemen~
elemen kota tersebut perlu
dikaii dan dipertimbangkan
konstruksinya sehingga
diharapkan tidak menggangu
dan membahavakan keselamatan

umum,
huruf b s/d ¢ : cukup jelas ;
huruf d * Yanhg dimaksud dengan bangunan
1iar adalah
- bangunan yang didirikan tidak
sasual dengan perunfukan
tanah dan tidak bear-IMB
- bangunan yang didirikan
diatas tanah bukan miliknya
atau tanpa persetujuan

pemiliknya

Pasal 24 s/d Pasal 34 » Cukup jeias.
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